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Lampiran D

Hal : Imbauan Larangan Penggantian Pejabat, Mutasi

Ataupun Rotasi Jabatan

Yth. Bapak Pj Walikota Cimahi

di

Tempat

A. Das

a.

ar Hukum :

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Walikota Tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupaiti,
dan/atau Walikota dan W akil Walikota,;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan W akil W alikota.



g. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian
Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir

Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat 2
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan W alikota atau W akil
Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang berbuunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka
Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas dan Yang
dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam
jabatan”;

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat 3
“Gubernur atau W akil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan W alikota atau W akil
Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri
maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat 5 “Dalam
hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau

Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud



pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 162 ayat 3
“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri”;

. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 190 “Pejabat yang
melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;

. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W akil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil W alikota Pasal 89 ayat 1 “Bakal Calon selaku
petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam

negeri’;

. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W akil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89 ayat 2 “Bakal Calon selaku
petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah
Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”;

. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W akil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89 ayat 3 “Dalam hal Bakal



Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat”;Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.
Berdasarkan ketentuan di atas Bawaslu Kota Cimahi mengimbau Kepada Pj. Wali Kota
Cimahi untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi,

Fathir Rizkia Lathif, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.



